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NOMOR 191/PMK.07/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 32/PMK.07/2016 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS
MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai batas maksimal kumulatif
defisitAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, batas
maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan batas maksimal kumulatifpinjaman
daerahTahun Anggaran 2017 telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016
tentang Batas Maksimal Kumulatif DefisitAnggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal KumulatifPinjaman Daerah Tahun Anggaran
2017;

bahwa  untuk  pengendalian dan  pengamanan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan Tahun Anggaran 2017,perlu melakukan

penyesuaian terhadap batas maksimal kumulatif
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Mengingat

1

defisitAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, batas
maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan batas maksimal kumulatifpinjaman daerah
sebagaimana tersebut huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran

2017,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016Nomor 1320);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
132/PMK.07/2016 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
DEFISITANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH,
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL
KUMULATIFPINDAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif
DefisitAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Batas
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Batas Maksimal KumulatifPinjaman DaerahTahun
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016Nomor 1320), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma
nol delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun
Anggaran 2017.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman
Daerah.

(3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubahdan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
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